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LAPORAN NARASI  

 

Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi Sebagai Penguatan 

Fungsi Pemantauan Independen  
Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2019  
 

 

A. MAKSUD KEGIATAN DALAM KERANGKA PROYEK   

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak dari 
tingkat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi 
permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, diantaranya penegakan hukum yang lemah, kapasitas 
kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga 
permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi. Hal ini diperkuat 
dengan analisis Bappenas pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa tata kelola, penataan ruang, 
tenurial, manajemen hutan menjadi permasalahan mendasar dari kehutanan di Indonesia.   

 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan 
adalah dengan membangun sistem jaminan legalitas kayu dan produk kayu dan menjamin 
pengelolaan hutannya secara lestari dan berkelanjutan, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK).  SVLK dibangun secara multipihak sejak tahun 2002, dan saat ini diatur dalam PermenLHK 
No. 30 Tahun 2016 dan Perdirjen No. 14/2016 jo Perdirjen No. 15/2016. SVLK berfungsi sebagai 
tools untuk memastikan agar pemegang izin comply terhadap seluruh peraturan dan kebijakan yang 
berlaku di Indonesia, termasuk aturan penatausahaan hasil hutan yang bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang 
kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian 
hutan, pendapatan negara, serta pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal.  

 
Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah 
mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Banyak pihak berharap, 
sistem informasi ini dapat menyajikan data ketertelusuran sumber bahan baku kayu yang dipanen, 
diangkut, diolah, dan dipasarkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan terhadap jaminan 
legalitas kayu dan produk turunannya, sehingga dapat memperkuat jaminan kredibilitas dan 
akuntabilitas SVLK. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelemahan pada SIPUHH, 
diantaranya tentang ruang lingkup pencatatan dan pendokumentasian yang terbatas pada kayu bulat 
jenis hutan alam, serta belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri (SIRPBBI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu, SIPUHH belum bisa 
menjadi rujukan data yang bisa mendukung efektifitas pemantauan independen, karena terbatasnya 
akses terhadap data dan informasi yang terdapat di dalamnya.  

 

Keterbatasan dalam mengakses data dan informasi, serta beban yang terlampau besar atas peran dan 
fungsi Pemantau Independen, sebagai salah satu penjamin kredibilitas SVLK, merupakan 
tantangan/pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu upaya yang telah dilakukan 
oleh Pemantau Independen untuk mendapatkan data/informasi adalah melalui permohonan kepada 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan direktorat tertentu di KLHK dan 
Kementerian/Lembaga lainnya, namun cara ini cenderung memerlukan waktu yang panjang karena 
masih terdapat faktor ketidaksiapan pengelola tersebut dalam melayani permohonan, serta belum 
adanya willingness yang terbangun.  

 
Berdasarkan justifikasi di atas, IFM Fund bersama dengan JPIK merasa perlu untuk mengadakan 
lokalatih bagi Pemantau Independen, demi memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemantauan. 
Lokalatih ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menemukenali metode dalam menggali 
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data dan informasi resmi yang dirilis pemerintah, serta data dan informasi lainnya yang bisa menjadi 
alternatif pendukung temuan lapangan. Hal ini agar Pemantau Independen dapat memberikan 
pelaporan yang komprehensif dengan bukti dan verifikasi yang kuat dan tidak terbantahkan, demi 
menjamin legalitas rantai pasokan kayu yang beredar dari hulu ke hilir.  

   

B. PENCAPAIAN TUJUAN SPESIFIK  

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemantau Independen kehutanan yang berada 
di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam 
memantau peredaran dan perdagangan kayu, sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat 
berjalan secara efektif, kredibel, dan akuntabel.  

  

C. OUTPUT KEGIATAN  

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Pemantau Independen yang 
memiliki kapasitas dalam melakukan pemantauan pada seluruh tahapan pelaksanaan SVLK, 
sebagaimana poin-poin berikut:  

1. Peserta mampu memahami konteks keterbukaan informasi publik, serta alur dan tata cara 
permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau Independen;  

2. Peserta mampu memahami praktik/pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), 
Pelaporan dan Pendokumentasian RPBBI dan ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai 
pasok kayu (supply chain);  

3. Peserta mampu menjelaskan titik-titik kritis dan celah pelanggaran dalam peredaran kayu 
yang tidak jelas asal-usulnya.  

  

D. METODE DAN NARASUMBER  

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu pemaparan materi dan diskusi, dengan 
narasumber yang dihadirkan:  

1. Dinamisator JPIK: Kebijakan dan perkembangan pelaksanaan SVLK di Indonesia  

2. Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Hutan, Ditjen PHPL: Proses pelaporan dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan 

Bahan Baku Industri (RPBBI) dan titik kritis pelanggaran  

3. Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI): Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak 

(chain of custody)  

4. Deputi Direktur Trofical Forest Foundation (TFF): Praktik pemanfaatan hutan dalam 

mendukung sistem ketelusuran kayu  

5. Peneliti Aidenvironment: Keterlusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit 

dan pinjam pakai kawasan hutan  

6. Peneliti ICEL: Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi  

7. Direktur Forest Watch Indonesia (FWI): Peluang dan tantangan dalam akses informasi 

untuk pemantauan independen di tingkat nasional dan daerah  

  

E. MATERI PELATIHAN  

Materi Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan 
Independen terlampir pada Tabel 1.  

Tabel 1. Alur Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi 
Pemantauan Independen  

Waktu  Aktivitas  PIC  JPL  
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Rabu, 09 Oktober 2019    

 08.00 - 09.00  Registrasi Peserta   Panitia dan Peserta    

 09.00 - 09.30  Pembukaan: Pengantar dan Pembukaan (IFM 

Fund)  
Christian Bob Purba, IFM 

Fund  
  

09.30 - 09.45  Bina Suasana; Perkenalan Peserta dan 

Kontrak Belajar  
Fasilitator    

09.45 - 10.45  Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan 

SVLK di Indonesia   
Kosar, JPIK  2  

10.45 - 11.00  Coffee Break  Seluruh Peserta    

11.00 - 12.30  Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak 

(chain of custody)   
Herryadi, Direktur  
Lembaga Ekolabel  
Indonesia (LEI)   

2  

12.30 - 13.30  ISHOMA  Seluruh Peserta    

13.30 - 14.45  Proses pelaporan dan pendokumentasian  
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri  
(RPBBI) dan titik kritis pelanggarannya  

Dedi Sarwoko, Kepala  
Seksi Pengendalian Bahan  
Baku, Direktorat  
Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Hutan,  
Ditjen PHPL  

2  

14.45 - 15.15  Coffee Break  Seluruh Peserta    

15.15 - 16.30  Praktek pemanfaatan hutan dalam 

mendukung sistem ketelusuran kayu  
Hasbillah Hasbie, Deputi  
Direktur Trofical Forest 

Foundation (TFF)   

2  

16.30 – 17.00  Review hari pertama  Fasilitator    

Kamis 10 Oktober 2019    

08.45 - 09.00  Review kegiatan lokalatih hari pertama  Fasilitator    

09.00 - 10.30  Keterlusuran kayu dari hasil land clearing 

perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan 

hutan  

Ian Hilman,  
Aidenvironment  

2  

10.30 - 10.45  Coffee Break  Seluruh Peserta    

10.45 – 11.45  Kebijakan keterbukaan informasi publik dan 

tata cara uji akses informasi  
Astrid Debora, ICEL   2  

11.45-13.30  ISHOMA  Seluruh Peserta    

13.30-14.45  Peluang dan tantangan dalam akses informasi 
untuk pemantauan independen di tingkat  
nasional dan daerah   

Soelthon Gusetya,  
Direktur Forest Watch 

Indonesia (FWI)  

2  

14.45-15.00  Coffee Break  Seluruh Peserta    

15.00-16.30  Diskusi: strategi bersama untuk merespon isu 

yang berkembang  
Seluruh Peserta    

      14  

  

F. PELAKSANAAN PELATIHAN 

1. Pembukaan  

Kegiatan Pelatihan dibuka oleh Direktur Eksekutif IFM Fund (Christian Bob Purba) pada Jam 
09.00 WIB tanggal 09 Oktober 2019, bertempat di Salak Padjajaran Hotel Kota Bogor.  Acara 
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pembukaan dihadiri oleh fasilitator, narasumber, para undangan serta para peserta pelatihan. 
Dalam pengantarnya menyampaikan tentang latar belakang pelatihan, tujuan, output yang 
diharapkan dalam pelatihan serta penyampaikan inisiatif IFM Fund untuk memperkuat SVLK 
melalui dukungan penguatan kapasitas pemantau melalui pelatihan dan kerja-kerja 
pemantauan SVLK dan PHPL di Indonesia.  

  

  

2. Bina Suasana  

Bina suasana dipandu oleh Fasilitator (Muhammad Ichwan), diberikan pada awal dimulainya 
kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta diharapkan dapat mengenal satu sama lain dan 
berkomunikasi secara lancar, memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama, 
serta memiliki kecerdasan moral dan spiritual dalam menyikapi dan menerapkan pemantauan 
SVLK. Selanjutnya setiap peserta menyampaikan identitas nama lengkap dan aktivitas 
keseharian. Selain itu disepakati kontrak belajar sehingga pelatihan dapat berjalan lancar, 
sehingga peserta akan dapat menyerap semua materi yang disampaikan oleh pemateri. Dalam 
kesempatan ini semua peserta berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan 
kontrak belajar dan sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai.  

  

3. Proses Pelatihan  

 Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia  

Narasumber: Muhammad Kosar (Dinamisator JPIK);  

Waktu: jam 09.45 - 10.45 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

 

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan masukan kepada para peserta pelatihan 
untuk memahami latar belakang terbitnya kebijakan dan perkembangan tentang Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).  Sehingga diharapkan peserta dapat menjelaskan latar 
belakang sejarah SVLK; Global Trading; promosi legal logging; anatomi SVLK; struktur dan 
standar dari PHPL dan SVLK; Prinsip dan indikator dalam PHPL dan SVLK; dan titik kritis 
dalam implemntasi PHPL dan SVLK.  

  

 Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (chain of custody)   

Narasumber: Herriyadi (Direktur Eksekutif LEI;  

Waktu: jam 11.00 s/d 12.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

Materi ini yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta 
pelatihan tentang sistem pelacakan kayu bulat dari hutan negara mulai dari lokasi 
penebangan, pengangkutan ke TPK, TPN di luar pulau, sampai ke TPT KB atau Industri 
Primer. Selain itu menjelaskan tentang perbandingan standar dan indikator penilaian SVLK 
(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dengan standar dalam penilaian sistem yang dibangun 
oleh LEI melalui skema PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari). Selain itu 
penyampaian tentang tata usaha kayu yang meliputi: sistem alur pergerakan kayu dari hulu-
hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu dan titik kritis potensi pelanggaran 
dalam peredaran kayu.  
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 Proses Pelaporan Dan Pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri 

(RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggaran  

Narasumber: Dedi Sarwoko, Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat  

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL; 

Waktu: jam 13.30 s/d 14.45WIB, tgl. 09 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor  

 

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan gamabaran tentang praktik/pelaksanaan 
Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), pelaporan dan pendokumentasian RPBBI dan 
ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai pasok kayu  (supply chain), selain itu 
mendeskripsikan tentang titik celah pelanggaran dalam pelaksanaan RPBBI.  

  

 Praktik Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung Sistem Ketelusuran Kayu  

Narasumber: Hasbillah Hasbie, Deputi Direktur Trofical Forest Foundation (TFF);   

Waktu: jam 15.15 s/d 16.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

 

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan 
tentang hubungan dan rangkaian pergerakan kayu rakyat sampai dengan tujuan akhir di 
industri pengolahan kayu.  Digambarkan pula pihak-pihak mana saja yang terlibat dari arus 
dokumen, dan mata rantai pasok perdagangan kayu yang berasal dari hutan negera dan 
hutan hak.  Selanjutnya diharapkan setelah pengajaran mata diklat ini peserta dapat 
mengekplorasi kepentingan para pihak melalui berbagai konsultasi, mengidentifikasi 
kekuatan dan pengaruh para pihak (hak, kewajiban, dan kepentingan) dalam pelaksanaan 
PermenLHK No. P.30/2009 dan Perdirjen 14 tahun 2016 Jo Perdirjen No 15/2016.   

  

 Keterlusuran Kayu dari Hasil Land Clearing Perkebunan Sawit dan Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan  

Narasumber: Ian Hilman, Aidenvironment;  

Waktu: jam 09.00 s/d 10.30WIB, tgl. 10 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

 

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan 
tentang Izin Pemanfataan Hutan (IPK) di kawasan land clearing sawit, aspek legalitas dan 
ketelusuran kayu IPK dan titik kritis dalam IPK. 

 

 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Cara Uji Akses Informasi 

Narasumber: Astrid Debora, ICEL;  

Waktu: jam 10.45 s/d 11.45 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

 

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan 
tentang keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Tahun 
2008, PermenLHK tentang Keterbukaan Informasi di Kementerian LHK tahun 2015, serta 
alur dan tata cara permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau 
Independen. 
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 Peluang dan Tantangan dalam Akses Informasi untuk Pemantauan Independen di 

Tingkat Nasional dan Daerah  

Narasumber: Soelthon Gusetya, Direktur Forest Watch Indonesia (FWI);  

Waktu: jam 13.30 s/d 14.30 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;  

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.  

 

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan 
tentang pengalaman Forest Wacth Indonesia (FWI) dalam mendapatkan data dan Informasi 
di Kementerian LHK tentang permohonan dokumen RKT, Data HGU industri dan 
permohonan dokumen lainnya untuk mendukung kerja-kerja pemantauan. Forest Wacth 
Indonesia (FWI) pernah melakukan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi 
Informasi Publik (KIP) tentang data-data RKT, RPBBI, dan Dokumen HGU, dimana KIP 
menyatakan bahwa dokumen yang dimintakan tersebut sifatnya terbuka dan KLHK harus 
segera memenuhi pemohon informasi.  

  

4. Evaluasi Kegiatan  

Setelah pelatihan selesai, peserta diminta menjawab soal post-test tentang 7 materi yang 
telah disampaikan narasumber dalam 2 hari, materi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia  

2. Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak (chain of custody)  

3. Proses pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan 
Bahan Baku Industri (RPBBI)  

4. Praktik pemanfaatan hutan dalam mendukung sistem ketelusuran kayu  

5. Ketelusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan 
hutan  

6. Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi  

7. Peluang dan tantangan dalam akses informasi untuk pemantauan independen di tingkat 
nasional dan daerah  

Dari aktivitas ini diketahui tingkat pengetahuan dari 17 peserta tentang SVLK (setelah 
mengikuti pelatihan selama dua hari pelatihan) adalah sebagai berikut:  

  
Tabel 2. Hasil Post-test Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi 

Tingkat 

Pengetahuan  Pemahaman Materi (orang peserta)  

Total  Total  
Persentase  

(%)  
1  2  3  4  5  6  7      

Sangat Paham            1  1  2  1,68  

Paham  9  10  5  11  8  12  11  66  55,46  

Cukup Paham  8  6  11  6  6  3  4  44  36,97  

Kurang Paham    1  1    3  1  1  7  5,88  

Tidak Paham                0  0,00  

Total Peserta 17 17 17 17 17 17 17  100% 
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Dari Tabel tersebut terlihat dari 17 peserta dalam pelatihan memiliki tingkat pengetahuan 
‘paham’ akan materi yang disampaikan, yaitu sebesar 55,46%. Terdapat 5,88% peserta 
dengan tingkat pengetahuan kurang paham pada beberapa materi seperti materi 2, 3, 5, 6, 
dan 7. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali di luar pelatihan mengenai materi 
tersebut.  

  

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT  

Kegiatan lokalatih ketelusuran kayu dan keterbukaan informasi sebagai penguatan fungsi 
pemantauan independen diselenggarakan di Salak Padjajaran Hotel Bogor pada tanggal  09 
s.d 10 Oktober 2019 ini merekomendasikan poin-poin sebagai berikut :   

a) Merekomendasikan kepada KLHK untuk dilakukannya perbaikan metodologi penilaian 
SVLK bagi LVLK dan menetapkan standar baku pelaporan penilaian SVLK;  

b) Meminta KLHK untuk membuka akses SIPUHH online kepada pemantau independen;  

c) Merekomendasikan kepada KLHK untuk memperbaiki izin bagi TPT-KO dalam hal 
pemenuhan sumber bahan baku kayu olahannya;  

d) Melakukan Upgrading bagi pemantau dan lembaga pemantau terkait alur perdagangan 
kayu domestik dan ekspor;  

e) Mengenai standar legalitas; Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada hutan adat 
sudah tercantum pada Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No.14 tahun 2016 (standar VLK 
pada hutan hak termasuk HGU, hak pakai, tanah bengkok, titisara, hutan milik desa, 
hutan adat dan kuburan), tetapi belum tersedia verifier spesifik yang menilai hutan adat. 

Rekomendasinya: Menyusun verifier legalitas kayu untuk menilai sumber bahan baku 
yang berasal dari hutan adat melalui proses yang melibatkan seluruh  stakeholder;  

f) Non-Compliance dan Penegakan Hukum, masukan: ditemukan penyalahgunaan 
penggunaan dokumen V-legal (praktek jual beli). 

Rekomendasinya: LVLK wajib melakukan verifikasi terhadap penyuplai dan asal-usul 
produk industri kehutanan;  

g) Ditemukannya sumber bahan baku dengan DKP bermasalah yang sumber bahan 
bakunya didapatkan di luar hutan ha. 

Rekomendasi: LVLK wajib menelusuri dokumen DKP yang dicurigai bermasalah;  

h) Dalam kasus di Papua ditemukan para tersangka yang menggunakan perusahaan 
bersertifikat SVLK hanya dijatuhkan sanksi administrasi, di sisi lain ada proses hukum 
atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik perusahaan SVLK. 

Rekomendasi: Dikarenakan Auditee yang memiliki SVLK di bawah kewenangan 
Direktorat PHPL KLHK dan melakukan tindak pidana, Direktorat PHPL KLHK wajib 
berkoordinasi dengan Direktorat Gakkum KLHK terkait kasus yang berjalan;  

i) Dalam P.14 Tahun 2016 hanya dijelaskan soal sanksi pencabutan dan bagi auditee yang 
melanggar pidana (illegal logging) belum ada aturan secara khusus. 

Rekomendasi: KLHK perlu menambahkan pasal yang mengatur bahwa tim tindak lanjut 
seperti halnya dalam Pasal 10 wajib menindaklanjuti ke Pihak Gakkum KLHK atau sesuai 
dengan undang-undang lainnya;  

j) Monitoring: Data laporan RPBBI > 6000m3 belum semua diupload di dalam sistem 
RPBBI online.  

Rekomendasi: PHPL wajib memasukkan semua data RPBBI ke dalam sistem online baik 
industri primer di atas 6000 m3 maupun < 6000m3;  
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k) Data laporan RPBBI < 6000m3 hanya dapat diakses di Dinas Kehutanan Povinsi, 
meskipun KLHK mendapat tembusan sayangnya data tersebut tidak diunggah dalam 
sistem RPBBI online. 

Rekomendasi: KLHK memberikan hak akses kepada Pemantau Independen (PI) terkait 
segala industri yang terdaftar dalam RPBBI oleh PHPL.  

l) SIPUHH dan Simponi memiliki akses yang tertutup bagi PI.  

Rekomendasi: KLHK memberikan akses dokumen RKU/RKT kepada PI yang telah 
terdaftar;  

m) Tidak ada kepastian pendanaan untuk Pemantau Independen (PI).  
Rekomendasi: pemerintah menyediakan dana dari APBN untuk menjamin 
keberlanjutan pemantauan di setiap provinsi.  

  
Untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ketelusuran kayu dan keterbukaan 
informasi sebagai berikut:  

1. Perwakilan lembaga yang terlibat dalam pelatihan ini akan mengajukan uji akses 
informasi pendukung pemantauan ke LVLK, KLHK dan pihak-pihak terait yang memiliki 
otoritas dalam pelaksanaan SVLK. Data dan Informasi yang akan dimintakan meliputi 
dokumen Rencana dan Realisasi RPBBI industri yang akan dipantau periode November 
s.d Desember 2019, RKT, Dokumen mutasi kayu log dan olahan atau Surat Keterangan 
Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan dokumen lainnya yang relevan untuk kegiatan 
pemantauan;  

2. Menyusun desk research pemantauan sebagai bahan untuk penyusunan proposal yang 
akan dikirimkan kepada lembaga yang memiliki konsen untuk pembiayaan pemantauan;  

3. Menganalisis hasil penilaian SVLK dan PHPL sebagai bahan untuk melakukan 
pemantauan di lokasi penghasil kayu (hulu) dan lokasi industri pengolahan kayu  

(Hilir)  
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PRESENTASI KEGIATAN 

Muhamad Kosar (JPIK) - Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf 
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Herryadi (Lembaga Ekolabel Indonesia) - Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (Chain 

of Custody) 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Pelatihan_CoC_bagi_Pemantau.pdf 
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Dedi Sarwoko (Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL) - Proses Pelaporan dan Pendokumentasian Rencana 
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggarannya 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/ ????? 

  

http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/
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Hasbillah Hasbie (Trofical Forest Foundation (TFF)) - Praktek Pemanfaatan Hutan dalam 

Mendukung Sistem Ketelusuran Kayu 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/PP-JPIK-09102019.pdf 
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Ian Hilman (Aidenvironment) - Keterlusuran Kayu dari Hasil Land-clearing Perkebunan 

Sawit dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Materi_Kayu_dan_Sawit.pdf 
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Astrid Debora (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)) - Kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Cara Uji Akses Informasi 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Keterbukaan_Informasi_Publik_AD.pdf 
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Soelthon Gusetya (Forest Watch Indonesia (FWI)) - Peluang dan Tantangan dalam Akses 
Informasi untuk Pemantauan Independen di Tingkat Nasional dan Daerah 
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/FWI_Keterbukaan_Informasi_Pintu_10102019.pdf 
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Lampiran 1: Dokumentasi (Foto) Kegiatan  
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Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta  
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